BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah bank maupun non bank telah berkembang
pesat, dimana banyak produk dan jasa keuangan yang ditawarkan harus
sesuai dengan syariah atau hukum Islam sebagai alternatif bagi masyarakat
dari lembaga keuangan konvensional. Hadirnya lembaga keuangan syariah
disebabkan oleh desakan yang kuat dari umat Islam agar mereka terhindar
dari transaksi yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan
riba merupakan pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam
melaksanakan transaksi bebas bunga baik dalam penghimpunan dana
maupun penyaluran dana pada masyarakat.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan
keuangan syari’ah dalam memenuhi kebutuhan tuntutan kebutuhan
masyarakat modern adalah pengembangan produk-produk pembiayaan
syariah. Melihat luasnya aspek untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian dana
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut sifat penggunaanya,
pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
produksi yaitu untuk meningkatkan usaha, baik wusaha produksi,

perdagangan, maupun investasi.



b. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi
kebutuhan.'

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Dalam kebutuhan konsumsi terdapat istilah kebutuhan
sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara
kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan
primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman,
pakaian/perhiasan, bangunan rumah kendaraan, dan sebagainya, maupun
berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan,
dan sebagainya.”

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga bukan non bank yang
beroperasi sebagai lembaga penghimpun dan dan penyalur dana bagi
masyarakat. Hubungan antara koperasi syariah dengan nasabah bersifat
partner, dimana koperasi syariah dapat berlaku sebagai pembeli, penjual,
maupun pihak yang memberi sewa kepada nasabah.’

Seperti halnya yang dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera yang memiliki badan hukum koperasi karena di bawah pengawasan

Dinas Koperasi yang beralamat di JI. Cipta Menanggal I1I-A/54F Surabaya.

' Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

2 Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160-168.

* Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam geliat perbankan syariah di Indonesia, cetakan 1. (Malang:
UIN-Malang Press, 2009), 105.



Dari berbagai jenis produk salah satu pembiayaan yang dioperasikan adalah
Pembiayaan Qardul hasan, Pembiayaan [jarah, dan Pembiayaan Murabahah.
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai lembaga yang
memfasilitasi anggota memperhatikan tentang apa yang sedang dibutuhkan
anggota yang disesuaikan dengan kemampuan finansial anggota. Dengan
akad Jjjarah, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memenuhi kebutuhan
anggota dengan menyediakan dana atau fasilitas yang dibutuhkan anggota
untuk membayar biaya pendidikan. Kemudian anggota membayar angsuran
dan ditambah margin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
kesepakatan. Transaksi pembiayaan jjarah yang merupakan transaksi tukar
jasa. Pihak KSPPS yang memberikan dana talangan memperoleh margin
sebagai upaya tolong menolong sesama muslim sebagaimana yang dimaksud

dalam firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 yaitu :
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang

lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi

kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti jual-beli, sewa-menyewa,

* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 157.



tukar menukar, dan lainnya. Adapun banyak aspek kerja sama di atas
semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik. Salah
satu bentuk kerja sama yang umum di masyarakat adalah akad sewa
menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya
akad sewa menyewa jasa biaya pendidikan.

Sewa (7jarah) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-
cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang
diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan transaksi (7jarah) merupakan
salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidup.” Sewa (fjarah) diperbolehkan dalam Islam

sebagaimana dalam al-Quran surat a/-Qassas ayat 26:
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Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: (Ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya)”.® (QS. al-Qassas : 26)

Adapun hadits yang menjelaskan jjarah diriwayatkan oleh al-Bukhari

dari Ibnu Abbas r.a. yang berbunyi,
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> Ghufron A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
181.
% Departemen Agama RI, A/-qur’an dan..., 388.



Artinya: “Rasulullah Saw berbekam dan memperi upah tukang bekamnya.
Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak
memberi upah”.” (HR al-Bukhari)

Pada dasarnya hukum sewa menyewa itu banyak. Tetapi secara garis
besar dapat disimpulkan menjadi dua bagian. Pertama, tentang kewajiban-
kewajiban dan keharusan-keharusan akad sewa menyewa ini tanpa adanya
kejadian yang mendadak. Kedua, tentang hukum kejadian dan peristiwa yang
datang secara mendadak.® Salah satunya adalah transaksi ijarah, yaitu
transaksi dalam bentuk pelayanan jasa keuangan dalam bentuk pembiayaan
ijarah.

Transaksi 7jarah digunakan dalam bentuk pelayanan jasa keuangan
dalam KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang menjadi kebutuhan
masyarakat, dalam bentuk pembiayaan ijarah yang diberikan KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau
suatu jasa. Adapun pembiayaan ini pada umumnya dalam bentuk dana untuk
biaya pendidikan dan sewa rumah.” Dalam satu syarat jjarah dijelaskan bahwa
upah dalam Jjjarah harus jelas, tertentu dan suatu yang bermanfaat atau
memiliki nilai ekonomi.'’ Dari salah satu syarat itu dapat dijelaskan bahwa

jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan harus jelas, sehingga lembaga

keuangan syariah dapat memperoleh upah sesuai dengan jasa yang dilakukan.

” Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulighul Maram, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, (Bandung:
PT Mizan Pustaka, 2010), 373.

¥ Al Faqih Abul Wahid Muhammad Ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid
Analisa Figh Para Mujtahid, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun dalam
Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 85.

® Syaifudin (staf), Wawancara, 22 November 2016.

19 Nasroen Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.



Pihak KSPPS berasumsi bahwa dalam pembiayaan 7jarah untuk biaya
pendidikan adalah fasilitas menikmati pendidikan bukan barang atau berupa
jasa yang digunakan untuk melangsungkan pendidikan tersebut. Hal ini,
dengan pengertian Jjarah sendiri yaitu akad penyaluran dana untuk
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu
dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai
pemberi sewa (mujir) dengan penyewa (musta jir) tanpa di ikuti pengalihan
kepemilikan barang itu sendiri."'

Dalam KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki perhitungan
margin yaitu dimana, Margin = Total Pembiayaan — Harga Perolehan.
Sugiarti mengajukan pembiayaan dengan akad 7jarah untuk biaya pendidikan
S1 kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan rincian perhitungan
harga perolehan Rp 4.000.000,- dan sanggup membayar dengan angsuran
jangka waktu 12 bulan dimana per bulannya mengangsur sebesar Rp
408.000,- kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akad rjarah adalah produk
pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota berupa fasilitas untuk
menikmati pembiayaan pada dana pendidikan. Pihak KSPPS memberikan
dana terlebih dahulu kepada anggota sebagai biaya pendidikan, kemudian
digunakan sebagai biaya pendidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap

bahwa masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui

" Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet 1 (Jakarta: Kencana 2009), 349.



dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik secara jelas. Oleh
karena itu, peneliti ingin menyusunnya dalam skripsi berjudul “Timjauan
Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di
KSPPS Muamalah Berkah Scjahtera’ dengan berfokus pada praktik akad
ijarah pembiayaan pendidikan dan analisis hukum Islam terhadap akad 7jarah

pembiayaan pendidikan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, maka dapat

ditarik beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian berkaitan

dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Proses praktik akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera.

b. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik akad 7jarah pada
pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

c. Cara pembayaran dan perhitungan margin akad ijarah pada
pembiayaan pendidikan yang ditawarkan kepada anggota KSPPS.

d. Dasar hukum yang digunakan oleh KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera dalam hal pembiayaan pendidikan.

e. Tinjauan hukum Islam terhadap akad ijarah pada pembiayaan
pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

2. Batasan Masalah



Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai judul skripsi di atas
penulis membatasi masalah. Dari pembatasan masalah tersebut, maka
dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah
sebagai berikut:

a. Praktik akad i7jarah pada pembiayaan pendidikan di KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera
b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad 7jarah pada pembiayaan

pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
terdapat dua rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimana praktik akad 7jarah pada pembiayaan pendidikan di KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ajad ijarah pada

pembiayaan pendidikan di KPPSS Muamalah Berkah Sejahtera ?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran tentang
topik yang diteliti oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan

atau duplikasi dari kajian peneliti atau yang telah ada.'?

2 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik
Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),
8.



Penelitian mengenai biaya pendidikan memang telah banyak diteliti
oleh penulis sebelumnya. Bahwa penulis menemukan penelitian dari
angkatan sebelumnya yaitu yang berjudul sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Qolbiyah Shofiyatul, mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016,
dengan judul “7injauan Fatwa DSN Terhadap Ujrah Talangan Haji yang
Melebihi Tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun
Gresik Jawa Timur”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan
talangan haji yang gagal bayar di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang
Dukun Jawa Timur bagi nasabah yang sudah mencicil atau mengangsur
tetapi saat jatuh tempo belum lunas maka harus membayar ujrah
kembali dan menyerahkan jaminan. Ujrah tersebut dilihat dari jaminan,
semakin berharga jaminan yang diberikan maka semakin besar ujrahnya,
dan objek jaminan tersebut harus memberikan manfaat. Sedangkan
untuk nasabah yang belum bayar sama sekali dan saat jatuh tempo
belum lunas maka harus membayar ujrah seperti di awal."

2. Skripsi yang ditulis oleh Muthi’ah Tuthi’ul, mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Pembiayaan
Multijasa Akad ljarah di Koperasi BMT Muda Jawa Timur Kantor

Cabang Bungah Gresik”. Skripsi ini membahas tentang penetapan ujrah

B Qolbiyah Shofiyatul, “Tinjauan Fatwa DSN Terhadap Ujrah Talangan Haji yang Melebihi
Tempo di KIKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik Jawa Timur” (Skripsi-- UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2016), vii.
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dalam pembiayaan multijasa akad 7jarah di Koperasi BMT Muda Jawa
Timur Kantor Cabang Bungah Gresik yang penetapannya berdasarkan
presentase persen mengandung ketidakjelasan atas manfaat jasa karena
pada prinsipnya ujrah dalam pembiayaan ini dibayarkan karena suatu
layanan bantuan dana dalam pembiayaan bukan karena pekerjaan
(manfaat jasa). Sedangkan dalam Islam wujrah yang ditetapkan
berdasarkan presentase persen ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN
No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, karena
penetapan ujrah ditentukan dalam bentuk presentase persen, sedangkan
dalam fatwa tersebut penetapan wujrah harus berdasarkan nominal.
Penetapan wjrah dengan presentase persen pada akhirnya menjadikan
besar atau rendahnya wujrah ditentukan atau tergantung pada jumlah
nominal yang dipinjam."*

3. Skripsi yang ditulis Ilmiyah Nurul, mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014, dengan judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal
Usaha Dengan Akad ljarah MBT Pada KJKS ‘“Pilar Mandiri” Nurul
Hayat Surabaya’. Skripsi ini membahas tentang pembiayaan modal
usaha dengan menggunakan akad jjarah muntahiya bi al-tamlik tidak
dibenarkan menurut hukum syara’ baik dari pendapat para ulama’

maupun Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/III/2002 dikarenakan tidak sesuai

" Muthi’ah Tuthi’ul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Pembiayaan
Multijasa Akad Ijarah di Koperasi BMT Muda Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik”
(Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), vii.
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dengan salah satu syaratnya. Ketidaksesusaian itu terletak pada objek
transaksi yang dilakukan, objek transaksi dalam akad ijarah muntahiyah
bi al-tamlik objeknya harus berupa barang yang berwujud (asset tetap)
namun dalam pembiayaan ini objek transaksinya berupa modal usaha
yaitu modal lancar yang digunakan untuk membangun usaha yang akan
dirintis, dan fungsi uang pada hakikatnya adalah untuk dihabiskan."
Dalam judul skripsi yang penulis bahas kali ini berbeda dengan judul
skripsi yang ada di kajian pustaka di atas, dimana dalam skripsi yang
pertama, nasabah yang sudah mencicil atau mengangsur tetapi saat jatuh
tempo belum lunas maka harus membayar ujrah kembali dan menyerahkan
jaminan. Sedangkan untuk nasabah yang belum bayar sama sekali dan saat
jatuh tempo belum lunas maka harus membayar ujrah seperti di awal. Skripsi
yang kedua, pada presentase persen mengandung ketidakjelasan atas
manfaat jasa karena pada prinsipnya ujrah dalam pembiayaan ini dibayarkan
karena suatu layanan bantuan dana dalam pembiayaan bukan karena
pekerjaan (manfaat jasa). Skripsi yang ketiga, pembiayaan modal usaha
dengan menggunakan akad 7jarah muntahiya bi al-tamlik tidak dibenarkan
menurut hukum syara’ baik dari pendapat para ulama’ maupun Fatwa DSN
No.29/DSN-MUI/III/2002  dikarenakan tidak sesuai dengan salah satu

syaratnya.

1 Ilmiyah Nurul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha
Dengan Akad ljarah MBT Pada KJKS “Pilar Mandiri” Nurul Hayat Surabaya” (Skripsi-- UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2016),
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Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kali ini penulis
membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jjarah Pada

Pembiayaan Pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan peneliti membahas masalah ini dengan tujuan sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui praktik akad 7jarah pada pembiayaan pendidikan di
KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik akad ijarah

pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian yang peneliti lakukan ini mudah-mudahan dapat
bermanfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-
pihak lain yang berkepentingan. Dan keegunaan secara umum meliputi:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau
menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktek akad
jjarah pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan
sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan praktis, diharapkan bsa menjadi bahan masukan bagi para

pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam
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untuk dijadikan salah atu metode ijtihad dalam melakukan praktek
sewa-menyewa dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan

praktik terhadap sewa menyewa.

G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh deskripsi
terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad /jarah Pada Pembiayaan Pendidikan
di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera” maka perlu dijelaskan makna dari
setiap istilah tersebut yakni sebagai berikut :
Hukum Islam : yaitu hukum Islam atau peraturan yang
diturunkan Allah Swt untuk manusia melalui
Nabi Muhammad Saw, baik berupa al-Quran
maupun sunnah Nabi.'® Dalam hal ini hukum
Islam yang dimaksud adalah Quran Hadis
dan Pendapat Ulama tentang 7jarah.
Pembiayaan Pendidikan : yaitu fasilitas menikmati pendidikan bukan
barang atau berupa jasa yang digunakan
untuk melangsungkan pendidikan.'’
Akad ljarah : Akad transaksi sewa menyewa atas barang

dan atau upah mengupah dalam bentuk jasa,

'® Ahmad el-Ghandur, Perspektif Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma’mun Muhammad Murai
dari A/-Madkhal Ila as-Shari’at al-Islamiyah, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.
v Syaifudin (staf). Wawancara, 22 November 2016.
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untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang disewakan.'®
KSPPS : Salah satu lembaga koperasi yang terletak
di Jalan Cipta Menanggal III-A/54F
Surabaya.
Dari beberapa definisi tersebut di atas yang menjadi fokus
pembahasan penulis adalah akad ijarah pada pembiayaan pendidikan, yang
merupakan suatu pembiayaan pendidikan yang di berikan lembaga syariah

kepada nasabah.

H. Metode Penelitian
Metode merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan, penelitian dapat diartikan sebagai
sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta
mengembangkan ilmu pengetahuan.
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field

research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu,

8 Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.
¥ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.
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kelompok, lembaga, dan masyarakat.” Yaitu Pihak KSPPS berasumsi
bahwa dalam pembiayaan 7jarah untuk biaya pendidikan adalah fasilitas
menikmati pendidikan bukan barang atau berupa jasa. Selain itu, jenis
penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian pustaka
(library research) yang merupakan sumber literatur yang berhubungan
dengan penelitian skripsi ini.
2. Data yang dikumpulkan
Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam

rumusan masalah yakni data primer dan data sekunder:
1. Data Primer

1) Produk akad 7jarah

2) Praktik akad 7jarah

3) Mekanisme akad 7jarah
2. Data Sekunder

1) Profil berdirinya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

2) Visi dan Misi

3) Produk dan aplikasi akad KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

4) Konsep umum akad jjarah

3. Sumber data
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan

penelitian lapangan (field research) yang memfokuskan pada kasus

terjadi di lapangan (KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera) dengan tahap

?® Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004), 5.
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merujuk pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan
maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun
sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai
berikut:
a. Sumber primer
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau
dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan
penelitian atau yang memerlukannya.”’ Data ini diperoleh peneliti
dari hasil wawancara dan terjun ke lapangan dengan para pihak yang
terlibat dalam kegiatan praktik pembiayaan di KSPPS. Para pihak
yang terlibat antara lain:
1) Pihak KSPPS (ketua, sekretaris dan karyawan)
2) Pihak yang melakukan pembiayaan akad Jjjarah di KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera, yaitu anggota
b. Sumber sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang memberi penjelasan
terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan
literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini
bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa
saja yang berhubungan dengan masalah akad 7jarah di KSPPS
Muamalah Berkah Sejahtera. Buku yang digunakan, antara lain:

1. Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figih Muamalah)

2! Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
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. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik

. Nasrun Haroen, Fikih Muamalah

Helmi Karim, M. A, Figih Muamalah
Rachmat Syafi’i, Figh Muamalah

Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu

. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

ljarah

Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti,

antara lain:

a. Observasi

Metode observasi data pengamatan ini merupakan strategi

pengumpulan data mengenai apa yang mereka lakukan dan benda-

benda apa saja yang mereka buat dan gunakan dalam kehidupan

mereka™. Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melihat langsung

proses terjadinya pengajuan pembiayaan, praktek akad ijarah dan

sampai terjadinya kesepakatan.

b. Wawancara

22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 58.
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Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada
suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawa lisan,
dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.”

Wawancara akan dilakukan dengan narasumber sebagai
berikut:

1) Pihak KSPPS (ketua, sekretaris dan karyawan)

2) Anggota

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini,

penulis melakukan hal-hal berikut:

a. Organizing, yaitu langkah menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan
sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas
tentang akad Jjjarah pada pembiayaan pendidikan di KSPPS

Muamalah Berkah Sejahtera.

. Editing, merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan

data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali
data-data yang diperoleh.”* Adapun teknik pengolahan data editing
dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi

kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama

2 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, cet ke 2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
24 Soeratno, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM,

1995), 127.
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lain, relevansi dan keseragaman data akad 7jarah pada pembiayaan
pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

C. Analizing, yaitu lanjutan terhadap Kklasifikasi data, sehingga
diperoleh kesimpulan mengenai akad J7jarah pada pembiayaan
pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

6. Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasi
nyata dilapangan dan data yang dipahami sebagai data yang tidak bisa
diukur atau dinilai dengan angka secara langsung® dengan
menggunakan analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data tentang akad
jjarah pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah
Sejahtera yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.
Menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan
menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis
untuk diambil kesimpulan.

Kegiatan pengumpulan data dengan menuliskan sebagaimana
adanya. Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan pola pikir deduktif
yang berpijak pada teori-teori tentang 7jarah dengan kemudian diteliti
sehingga ditemukan pemahaman tentang praktik akad Jjjarah pada
pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera,

kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

* Andi Pratowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:
Diva Press, 2010), 13.
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Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa
yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh
pembahasan selanjutnya, Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi
dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang
ijarah dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: pengertian fjarah, dasar
hukum 7jarah, jenis-jenis ijarah, rukun dan syarat fjarah, macam-macam
Jjarah, hal-hal yang membatalakn 7jarah, jangka waktu ijarah, fatwa DSN No.
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan fjarah.

Bab ketiga, memuat data hasil penelitian tentang praktik akad 7jarah
pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang
terdiri dari gambaran letak geografis. Dalam deskripsi data penelitian penulis
memaparkan data diantaranya, profile KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
serta praktik akad 7jarah pada pembiayaan pendidikan.

Bab keempat, berisi analisis terhadap praktik akad Jjjarah pada
pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, dan tinjauan
hukum islam terhadap akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSPPS

Muamalah Berkah Sejahtera.
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Bab kelima merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang
kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkatan
dengan hasil penelitian sedangkan saran adalah beberapa masukan yang

diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian.



